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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis dan pembahasan yang telah dilakukan
penulis dalam penelitian ini mengenai efektivitas peraturan audit dana
kampanye (analisis terhadap laporan dana kampanye pemilihan DPD Tahun

2024 di Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting:

5.1.1 Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono
Soekanto, yang mencakup lima faktor penentu yakni faktor hukum,
faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat,
dan faktor kebudayaan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa
empat dari lima faktor tersebut masih mengalami kendala yang
signifikan. Pertama, dari aspek faktor hukumnya, regulasi yang
mengatur audit dana kampanye dinilai masih lemah karena hanya
mengatur pelaporan secara administratif tanpa mengarahkan pada
investigasi yang substantif di lapangan, sehingga potensi penyimpangan
tidak dapat terungkap secara utuh. Kedua, faktor penegak hukum juga
belum optimal karena terbatasnya wewenang audit maupun lembaga
terkait untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh, dan
adanya tumpang tindih kewenangan antara KPU sebagai pelaksana dan
Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Ketiga, dari faktor masyarakat,
partisipasi publik dalam mengawasi jalannya kampanye masih sangat
rendah, masyarakat cenderung pasif dan tidak mengambil peran aktif
dalam mendorong transparansi dana kampanye. Keempat, faktor
kebudayaan politik juga menjadi kendala serius karena pola pikir
sebagian masyarakat masih transaksional, alih-alih menilai visi dan misi
calon, masyarakat justru berharap mendapatkan amplop atau imbalan
materi dari calon yang berkampanye. Dari lima faktor tersebut, hanya
faktor sarana dan fasilitas yang terbilang memadai, di mana KPU telah

menyediakan media pelaporan seperti website dan pendampingan
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teknis oleh aparat penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa
efektivitas peraturan audit dana kampanye belum tercapai secara
menyeluruh karena masih banyak faktor fundamental yang belum
diperbaiki secara sistemik. Dengan demikian efektivitas hukum terkait
peraturan audit dana kampanye fokus laporan dana kampanye Pemilu
khususnya DPD Sumatera Barat tahun 2024, belum efektif dikaji dari
teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kemudian dari kelima faktor
tersebut yang paling berpengaruh terhadap efektivitas hukum ini adalah
kebudayaan politik masyarakat Indonesia, karena kebiasaan-kebiasaan
buruk sudah mendarah daging, dan tentunya amat sulit untuk diubah.
Hal ini akan jadi tugas sulit bagi pemimpin, aparat penegak hukum, dan
pihak-pihak yang menginginkan hukum ini semakin efektif.

5.1.2 Kesesuaian antara hasil audit dana kampanye dengan praktik kampanye
yang dilakukan oleh calon DPD Sumatera Barat, penelitian ini
menemukan adanya Kketidaksesuaian yang cukup signifikan.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, terdapat alat peraga
kampanye seperti baliho yang tersebar luas di berbagai titik, namun
tidak dijelaskan secara rinci dalam laporan dana kampanye bahkan
dalam beberapa kasus, tidak satu pun baliho tersebut dicantumkan
dalam laporan. Selain itu, ditemukan pula praktik pembagian alat peraga
kampanye berupa jam dinding yang dilakukan di luar jadwal kampanye
resmi, dan barang tersebut juga tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi
Dana Kampanye (Sikadeka). Ketidaksesuaian ini menunjukkan
lemahnya integritas pelaporan serta minimnya verifikasi atas kebenaran
substansi oleh auditor. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah temuan
bahwa terdapat kandidat DPD yang meskipun dinyatakan tidak patuh
dalam hasil audit kepatuhan oleh KAP, tetap dilantik dan menjabat
sebagai anggota DPD. Hal ini mencerminkan lemahnya efek dari audit
sebagai instrumen pengawasan, dan semakin menegaskan bahwa audit

yang tidak menyentuh aspek substantif gagal menjamin transparansi
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serta keadilan dalam kontestasi pemilu sehingga banyak terjadi
pelanggaran di dalamnya dan sanksi yang terkesan tidak mengikat para
pelanggar secara tegas.

5.1.3 Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, audit dana kampanye seharusnya
tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga menyentuh
aspek substansi dan etika politik yang berlandaskan prinsip amanah dan
keadilan. Islam mengajarkan bahwa setiap kekuasaan dan jabatan
adalah amanah yang harus dijaga dengan jujur, bertanggung jawab, dan
adil. Sayangnya, dalam pelaksanaan audit dana kampanye Pemilu DPD
2024, ditemukan banyak ketidaksesuaian antara pelaporan dan praktik
kampanye di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian
terhadap nilai amanah, yang sejatinya merupakan fondasi utama dalam
kepemimpinan menurut Islam. Audit yang hanya bersifat administratif
telah gagal mencegah praktik-praktik manipulatif seperti tidak
dilaporkannya alat peraga kampanye dan sumbangan kampanye yang
tidak tercatat. Sementara itu, ketentuan Islam melalui siyasah syar’iyyah
mendorong para pemimpin, pembuat regulasi, dan calon legislatif untuk
menegakkan nilai-nilai amar ma’ruf nahi munkar dalam setiap kebijakan
dan tindakan politik. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan regulasi yang
mendorong dilakukannya audit substantif dan mendorong peserta
pemilu untuk memahami posisi mereka sebagai pemegang amanah
publik, agar proses demokrasi tidak sekadar formalitas administratif,
tetapi benar-benar membawa kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

5.2.1 Kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, diharapkan agar
dapat merumuskan regulasi yang lebih rinci dan komprehensif terkait
audit dana kampanye, khususnya yang menyangkut audit secara

substantif dan investigatif. Undang-undang yang berlaku saat ini
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cenderung hanya mengatur aspek administratif, sementara praktik di
lapangan menunjukkan bahwa banyak potensi kecurangan yang luput
dari pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan aturan yang
mampu menjangkau sisi materiil pelaporan dana kampanye, agar tidak
terjadi penyimpangan baik selama proses pemilu maupun setelah
pejabat terpilih menjabat, seperti praktik balas budi politik,
penyelewengan anggaran, dan ketimpangan kebijakan publik.

5.2.2 Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan peran aktif
dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelaksanaan audit dana
kampanye. Ketimpangan kewenangan yang selama ini terjadi antara KPU
sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pengawas harus segera diatasi
melalui kerja sama yang saling melengkapi, bukan saling menunggu atau
tumpang tindih. Kedua lembaga ini perlu menjalankan PKPU dan
Perbawaslu secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tanggung
jawabnya, demi memastikan bahwa seluruh proses audit berjalan sesuai
asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

5.2.3 Kepada masyarakat, penulis mengajak untuk meningkatkan kepedulian
dan partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya kampanye, khususnya
terkait penggunaan dana kampanye. Masyarakat perlu berani
melaporkan jika ditemukan adanya indikasi kecurangan, pelanggaran
jadwal kampanye, atau praktik politik uang kepada lembaga yang
berwenang. Selain itu, literasi politik masyarakat perlu terus
ditingkatkan agar pemilih lebih memahami pentingnya memilih
berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan karena iming-iming materi
atau “amplop” yang dibagikan saat kampanye. Perubahan budaya politik
ini sangat penting demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan

bermartabat.
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